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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tiga kebijakan yang dapat digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

mencegah penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM yaitu  

1. BPSK Kota Yogyakarta (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 

BPSK merupakan pelaksana perlindungan konsumen dalam 

lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta. 

2. Payung hukum yang memayungi UMKM di Kota Yogyakarta 

(Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)  

3. Bidang pengembangan sumber daya UMKM, satuan bidang dalam 

Disperindagkoptan Yogyakarta yang mengurusi UMKM. 

Setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah Kota 

Yogyakarta menjadi kurang maksimal, keadaan tersebut mengakibatkan  

konsumen banyak dirugikan. Kurang maksimalnya upaya pencegahan 

penyimpangan dapat terlihat dari tidak diberikannya akomodasi yang 

maksimal kepada BPSK yang merupakan pelaksana perlindungan konsumen 

di lingkup Kota Yogyakarta, fokus Bidang Pengembangan Sumber Daya 

UMKM  terfokuskan pada pengembangan UMKM saja, itu terlihat dari RAK 
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periode 2014-2015 dan aturan yang memayungi UMKM hanya terfokuskan 

pada pengembangan UMKM terlihat dari isi Perda No. 4 Tahun 2011, terlihat 

dari tidak adanya tugas pengendalian bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

Perda No.4 Tahun 2011 yang telah diamanatkan oleh PP No 17 Tahun 2013. 

Ketiga hal tersebut membuat konsumen yang selama ini dirugikan oleh arah 

pengembangan UMKM tidak mengerti apa saja yang dapat digunakan untuk 

dapat memenuhi hak-haknya di kota Yogyakarta. 

B. Saran 

Disarankan kepada pemerintah Kota Yogyakarta agar dalam mengambil 

kebijakan tentang UMKM tidak semata-mata hanya memfokuskan pada 

ranah pengembangaan saja. Karena banyaknya insentif yang diberikan 

kepada UMKM membuat keinginan untuk melakukan penyimpangan 

terhadap suatu peraturan sangatlah besar. Jika penyimpangan dihindari 

hanya dengan pembentukan pola pikir dirasa kurang cukup, karena dalam 

kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi khususnya dalam 

ranah hukum persaingan. Dibutuhkan aturan yang dapat menjadi standar 

pelaksana agar permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta mengenai 

penyimpangan yang muncul dari dikecualikannya Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dapat 

dicegah oleh pihak yang berwenang melakukannya.  

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Yogyakarta agar memberikan power 

yang lebih kepada BPSK. Karena kebijakan yang selama ini muncul 

membuat BPSK semakin tidak dikenal oleh konsumen. Padahal jika dilihat 
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dari tugas BPSK dan struktur keanggotaannya, yang dapat menjemput 

perkara dan di isi oleh semua pihak yang terkait dalam ranah perlindungan 

konsumen maka upaya pencegahan dapat dilaksanakan. 

2. Merubah fungsi dan tugas bidang pengembangan sumber daya UMKM  

menjadi berimbang antara ranah pengembangan UMKM dengan ranah 

perlindungan konsumen. 

3. Mengamandemen Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 agar 

disesuaikan dengan PP No. 17 Tahun 2013. 
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